
BUPATI PATI
FERA.TURAN BUPATI PATI

NOMOR ,,E? TAHUN 2OO7

TENTANG

PENYE$UAIAN BELANJA EANTUAN LANGSUNG MA$YARAI{AT (ELM} PROGRAM
NAS!SN.qL PEMBERDF.YAAN MASYARAKAT {PNPM} PPK MENDAHULUI FERUBAHAN

AT-IGGARAT.J PENDAFATAN DAN BEI-ANJA DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN ANGGARAN 2OA7

SENSAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a- bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2W7 telah ditetapkan pada tanggal
? Januari ?007 dan peraturan Bupati. tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pati rahun zooT pada

tanggal3 Januari 2007;

b' bahura berdasarkan Peraturan .Bupati Pati Nomor 1 Tahun Zrf}Ttenhng
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pati

Tahun 2007, pada selanja Tidak Langsung sekrehriat Daerah
Kabupaten Pati teralokasi Belanja Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Program Nasional Pernberdayaan Masyarakat {pNMp) bagi lskasi
Kecamatan yang belum mendapat ppK yang dikelola Bappeda
Kabupaten pati;

c. bahwa memperhatikan surat Dirjen Pemberdayaan .Masyaralcat dan
Desa Depariemen Salam Negeri tanggal 17 September 2007 Nomor
414.21191S/PMD perihal Petunjuk Teknis Pencairan Dana pNpM-ppK

Tahun Anggaran ?g$f disebutkan namanya adalah program Nasianal
Femberdayaan Masyarakat Frogram Fengembangan Kecamatan

{FNPM-PFK} Tahun Anggaran 2007 sehingga pedu penyesuaian

nomenkiatur huruf b sebagai dasar pelaksanaan;

d' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c maka pertu menetapkan Peraturan Bupati
tenkng Penyesuaian Belanja Bantuan Langsung Masyarakat {BLM)
Pr*gr*rn Nasional Fernb*rdayaan Masyarakat (PNPM) PpK Mendahului

Ferubahan Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten paii

Tahun Anaoaran ?nfi?' '



$J!englngat : 1" Undang-undang Nornor 13 Tahun 1950 tenhng pembentukan Daerah-
daerah Kabupat*n dararn Lingkungan propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik lnconesia Tahun fgs0 Nomor 24, Berita Negara
Tanggal I Agustus tg50i;

2. undang-undang Nemar 17 Tahun 2009 tentang Keuangan Negam
{Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun z00g Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonEsia Nomor a2g6);

3' Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20s4 tentang Perbendaharaan Negara
{Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tahun zw4 Nomor s,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor 435s);

4. undang-undang F.iomar f0 Talrun 2004 tenhng pembentukan

Peraturan Ferundang-undangan ilembaran f,legara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor bg, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
lndonesis Nomor 43Sg);

5. undang-undang Nornor 1s Tahun 2004 tentang perneriksaan

Fengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara {Lembaran frlegara
ReBubiik lndonesia Tahun z0o4 Nsmor s6, Tambahan Lemharan
Negara Repr.rh,lik Indsnesia Nornor 4400);

s' undang-und*ng Nomor 25 Tahun 2004 tentang $istem perencanaan

Femb*ngunan Nasional {Lembaran lrlegara Republik lndonesia
Tahun ?s04 r{om*r 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia hicmor 4421);

7 ' {Jndang-Undang Namer 3? Tahun 20S4 tentang pemerintahan Daerah
{Lembaran hlegara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor izs,
Tanrbahan Lembaran Negara Repubrik lndonesia Nomor a$7:);
sebagainnana terah diubah dengan undang-undang Nomor g
Tahun ?0cs tentang penetapan peraturan pemerinbh Fengganti
undang-undang Nsmor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas
Undang-Undang Nsrnor 3? Tahun 2004 tentang pernerinhhan Daerah
M*njaci [Jndang-undang {Lembaran Negara Republik lndonesia
Taliun 200s I'Jomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4S4B);

8- undang-lJndang Nomsr 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

Keuangan Antara Femerintah pusat dan pemerintahan Daerah

{Lemharan Flegara Republik lndonesia Tahun a004 Nomor 126,
Tambahan tembaran Neeara Repubrik rndonesia Nornnr ddrn\.



g' Peraturan Pemerintrah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan
Fengaunasan Alas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun ?m1 Nomor 41, Tambahan
Lembaran l.Jegara Republik lndonesia Nomor 40g0);

1$. Peraturan Pennerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Skndar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Repubrik lndsnesia Tahun 2005
Ncmor 4$, Tambahan Lembaran F,legara Republik lndonesia lrlomor
45*3i;

1'!. Feraturan pemerintah Nomor ss rahun ?00s tentang Dana
Ferimbangan (Lernbaran F.legara Republik lndonesia Tahun 2005
lilomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4575i;

12' Feraturan Femerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem lnformasi
Keuangan Daerah iLembaran Negara Republik lndonesia Tahun Z00S
Nomor 13s, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
457Si;

13' Peraturan Pemerintah Nomor Fg Tahun z00s tentang pengeloraan

K*uangan Dae.rah {tembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
frJom*r 14s, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor
4S7$i;

't4. Peraturan pemerintah Nsrnor 6F Tahun ?00b tentang pedoman

P*nyusunan dan Fene'apan s&ndar pelayanan Minimar (Lembaran
frlegara Rep*blik indonesia Tahun 200g Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik lndonesia Nomor a5g5);

'i5' F*raturan F*merintah Ncmar g rahun a006 tentang pelaporan

K*uangan dan Kinerja instansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik
lndonesia fahun zs06 Nomor Eg, Tambahan LembarEn Negara
Republik lndonesia Namor 4614);

ts. Feraturan Menteri Daiarn Negeri Nomor tg rahun r00s tentang
Pecioman Pengeiolaan Keuangan Daerah;

t 7. PerEiuran Daerah Kabupaten pati Nomor 1 Tahun zaol tentang
AnEgaran Fendapatan dan Beranja Daerah Kabupaten pati rahun 2007
{tembaran saerah Kabupaten pati rahun 200r Nomor 1);



Ferai*rnn Fa*rah Kabupaten Faii Nomor 23 Tahun zoar tentang
F*k*k-p*kck Fengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah
K*hupat*n Pet! Tshusr ?Osr Nomsr 2s, Tambahan Lembaran Daerah
K*bupaten P*ti f\lsm*r 21):

Feffituren $up*ti pati Nomor 1 Tahun zwz tentang penjabaran

Angg*r** F*n**p*tan dan Belanja saerah Kabupaten pati rahun ?002
q$eri"ra *cera!: Kabupaten Pati Tahun 2S0Z Nomor t);

P*r*trrran *upati Pati Namor ls rahun ?CI0r tentang penyesuaian

Frcgrain dan Kegiatan Mendahului perubahan Anggaran pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten paii rahun Anggaran 2007 iBerita
Faerah Kabupaten Fati Tahun A00Z Nomor 1€);

MEfVIUTU$F*4N :

IV1ENEiAPKET: : FERATURAru BUFATI TEhITANC PENYESUAIAN BELANJA BANTUAN
IJr\rcSUNG I\fAS\?RAI{AT {BLrd} FROGRAM NASIONAL
PETMBERnAYAAFd MAS't'ARAi{AT {PNFM} ppK MENDAHULUT

PHRUBAI.{AN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
F-SBUPATFf\J PAT! TA!.{UN ANGGAF.qN 2007.

Pasal 1

Eantuan tangsung Ma*yarakat {BLM} merupakan Bantuan Keuangan pada
s*lania Tid*k Langsung $ekretariat Daerah Kabupaten pati rahun
Anggaran 3**F sebeser Rp. 1.?s0.s00.ss0,00 (satu milyar dua ratus juta

rupia*:).

pasal Z

Feng*lclaan dan p*rtanggungjawaban keuangan dilaksanakan cleh Badan
Feien';an*** Pembangunan Daerah Kabupaten pati berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Pels!".eanaan hantu*n leng*ung yans ditetapkan dalam Feraturan Bupati ini
diet*r lelrih lanj*t dalam DckumEn pelaksanaan perubshan Anggaran

{spP,q} satuan Kerja Ferangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-unciangan.
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada knggaldiundangkan.

Agar setiap *rang mengetahulmya, memerinhhkan pengundangan

Feraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaien Faii.

Ditetapkan diPati

Pada tanggal 5: ort--aaer eoo?

BUFATI PATI,

f
TASIMAH

*iunds*gkan di Peti

Pad* t*nggal 5 Oktober 2o0?

BrRlrA SAERAH KABUPATEN pATt rAHUN ?0or NoMoR :i,l

SEKRETARI$ DAERqH KABUPATEN PATI,
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